

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN 

A. Data Kegiatan
1. Judul SOP			: Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Litigasi
2. Jenis  Kegiatan		: Rutin
3. Penanggung Jawab	
a. Produk 		: Kepala Biro
b. Kegiatan		: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Litigasi
4. Scope (Runag Lingkup)	: Biro hukum Setda Prov. Kalbar

B. Identifikasi Kegiatan

	Judul Kegiatan
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 

	Langkah Awal 
	Pemohon mengajukan Advokasi yang masuk ke Biro Hukum Setda Prov. Kalbar dan kemudian Kepala Biro Hukum mendisposisikan kepada Kabag Bantuan Hukum dan HAM 

	Langkah utama 
	Kepala Biro, Kabag dan Kasubbag mengadakan rapat pembahasan Gugatan 

	Langkah Akhir
	Kasubbag memerintahkan kepada staf untuk mendokumentasikan berkas dan mengarsipkanya permohonan Bantuan Hukum   



C. Identifikasi Langkah

	Langkah Awal
	1. Pemohon  mengajukan permohonan Advokasi yang masuk ke Kabag Bantuan Hukum dan HAM
2. Kabag Bantuan Hukum dan HAM menelaah permohonan yang masuk dan disampaikan ke Kepala Biro Hukum
3. Kepala Biro Hukum menelaah usulan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian masalah Hukum 
4. Kepala Biro Hukum membentuk TIM Bantuan Litigasi
5. Kepala Biro beserta TIM Bantuan Hukum Litigasi menyerahkan Surat  Kuasa Khusus
6. [bookmark: _GoBack]Kepala Biro, Kabag dan Kasubbag melakukan persiapan Kegiatan Program Bantuan Hukum .

	Langkah Utama
	1. Kepala Biro, Kabag dan Kasubag mengadakan rapat pembahasan gugatan 

	
	2. Kasubbag menyusun draft Jawaban, gugatan dan diketik staf untuk dikoreksi Kasubbag kembali
3. Kasubbag menyampaikan draft jawaban kepada kabag untuk dikoreksi jika setuju kabag memberikan paraf
4. Kabag menyampaikan draft kepada Kepala Biro untuk dikoreksi jika setuju maka draft jawaban akan ditandatangani
5. Kepala  Biro menandatangani draft jawaban atas gugatan tersebut
6. Kabag menerima draft jawaban atas gugatan yang sudah ditandatangani kemudian menyerahkannya kepada Kasubbag
7. TIM Kuasa menyerahkan dan menandatangani jawaban atas gugatan tersebut ke Pengadilan  dan menyerahkan kepada Hakim yang menangani kasus sampai selesai.

	Langkah Akhir
	8. Kasubbag memerintahkan kepada staf untuk mendokumentasikan berkas perkara dan mengarsipkan permohonan Bantuan Hukum tersebut.
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